Merimbang

Mencingat

PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2009 |

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERIA
FELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

: wvahwa untuk melaksanakan ketentuan. Pasal 19 Peraturan Presiden

Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan MNarkotika Nasional, Badan
Narkotika Frovinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1€45 - '

2. Undang-t)ndang Nomor 25 Tahun 1959 {entang Pembentukan Daerah
Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun 1958 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;

3. Undang-lIndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran MNegara R I:Tiahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1989 (Lembaran
Megara Il Tabhun 1999 Namm.mg, Tambahan Lembaran Negara Rl

Nomor 3£80) ;

4. Undang-t)Jndang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran
Negara il Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI

Momor 3ti71) ;

::.?1

Undang-iIndang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran
Negara 12l Tahun 1997 Momor 67, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 31598) ; '

6. Undang-'Jndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peratura Perundang-undangan (Lembaran Negara R! Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomdr 389@.} :



Menétapkan

2

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahian Lembaran
Negara Fil Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Rl Tahun 2008
Nomor 5¢, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844) ;

. Peraturaiy Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat daerah (Lembaran Negara RI Tanhun 2007 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4741) ;|

. Peraturan Presiden Republik indonesia Nemor #3 Tahun 2007 tentang -

Badan [Markotika Nasional, Badan Narkotika. Provinsi dan Badan
Narkotika Kabupaten / Kota. ' :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN -

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA ‘PROVINSI SUMATERA
SELATAN, B

BAB |
KETENTUAN UMLIM

Pasal 1

Dalam Piraturan Daerah ini yang dimaksud dengén :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. ,i

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumiatera Selatan

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

5. Badan Markotika Provinsi yang selanjutnya dapat disebut BNP
adalih Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan, :

6. Ketua Badan Narkotika Provinsi ﬂ_.rarig: se[ﬁnjutnya dapat disebut
Ketva BNP adalah Ketua Badan Narkotiika Provinsi Sumatera

Selatan.
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7. Pelaksana Harian BNP, vang selanjutnya dapat disebut Lakhar
BNP adalah Pelaksana Harian Badan MNarkotika Provinsi
Sumatera Selatan.

8. Kepala Fazlaksana Harian BNP, yang selanjutnya dapat disebut
Kalakhar BNP adalah Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR)
Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.

9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tasaman baik sintetis . maupun semi sin-ietis yang dapat
menyebabkan penurunan atau nerubahan kesadaran, hilangnya
rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat -
menimbulkan ketergantungan, yang dibedalkan ke dalam golongan-
golongan atauf yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Kesehatan. :

10. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun. sintetis bukan
narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada
susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitasﬁ
mental dan perilaku.

11. Prekurso; adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk
proses pzmbuatan narkotika atau psikotropika.

12.£at adikin daalan zat yang' Ratena Sndiiya Gapea TiC e mins:

ketergan-ungan bagi pemakainya.

BAB 1
PEMBENTUKAN
Pasal 2

-

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Pelaksana Harian (LAKHAR)

Badan Narkntika Provinsi Sumatera Selatan. -

BAB 1l .
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan
Fasal 3

(1) Lakhar BNP berada di bawah dan berfangming jawab kepada

Ketua HENP.
(2) Lakhar BNP dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNP.



Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Lakhar BNF mempunyai tugas memberikan dukungan teknis,
administratif dan operasional kepada BNP di bidang pencegahan,
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melakzanakan tugas sebagaimana dimaksud' dalam Pasal 4,

Lakhar BNP mempunyai fungsi :

a. penyusunan program Lakhar BNP;

b. pelaksanzan fasilitasi penyiapan program BNP

c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BNP

d. pengelolasn administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan,
rumah tan:gga dan ketatausahaan di lingkungan BNP

[

BAGTV
ORGANISASI
Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Paszal 6

(1) Susunan Crganisasi Lakhar BNP terdiri dari
a. Sekretariat ;
b. Bidang Pencegahan :
c. Bidang Penegakan Hukum ;.
d. Bidang Treatment dan Rehabilitasi ;
e. Bidang Kerjasama ;

f. Satuan Tugas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Lakhar BNP adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kedua
Kepala Pelaksana Harian
Pasal 7
Kalakhar BNP mempunyai tugas memberikan peiaj:fz;nan administratif

teknis opera: ional kepada Ketua BENP
Pasal 8 |
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
kalakhar BN® mempunyai fungsi : '
a. penyusunan program Lakhar BNP :
b. pelaksanzan fasilitasi penyiapan program BNP ;
pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BNP ;
d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan,

rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Lakhar BNP.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

(1) Sekretari::it mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan
keuangar, rumah tangga, perlengkapan, dan kepegawaian dan
tata usahs umum.

(2) Sekretarist dipimpin oleh seorang Sekretaris vang berada dan

bertanggiing jawab Kepada Kalakhar BNP.

Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9,
Sekretaris mampunyai fungsi
a. pelaksansan pengelolaan urusan keuangan, rumah tengga, dan
perlengkapan
b. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan,
hubungar masyarakat dan kesekretariatan ;

¢. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BNP ;

Pasal 11

Sekretariat terdiri dari
a. Subbagian Program;
b. Subbagizn Keuangan;

c. Subbagizn Umum dan Kepegawaian.
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Bagian Keempat
Bidang Pencegahan -
Pasal 12

Bidang Pencagahan mempunvyal tugas melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Lakhar BNP di bidang pencegahan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekurser dan bahan adiktf
lainnya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaisud dalam Pasal 12
Bidang Pencoegahan mempunyai tugas :
a. menyusur, merumuskan, melaksanakan dan rnengkoordinasikan

program can strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba ;

b. menyusur kriteria dan prosedur pelaksanaarn advokasi, pembinaan
potensi masyarakat serta penyuluhan ;

c. menyusuri dan melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan
advokasi pembinaan dan penyuluhan di bidang pencegahan

penyalah gunaan narkoba ;

d. mengkooidinasikan pelaksanaan advokasi pemberdayaan potensi

masyarakat serta penyuluhan dan penerangan ;

e. menyusu’ rencana jangka panjang, menengah, pendek dan
merumus«an kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan

potensi masyarakat di bidang penyalahgunaan narkoba ;

f.' melaksar akan sistem pengendalian intern ; -

g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

Bidang Penc=gahan, terdiri dari
a. Subbidang Preemtif/Ceramah ;

h. Subbidarng Penyuluhan dan Advokasi.
f



.

Bagian Kelima
Bidang Penegakan Hukum
Pasal 15

Bidang Per 2gakan Hukum mempunyai tugas melzicsanakan sebaglan
tugas dan fungsi Lakhar BNP di bidang penegakan hukum.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,

Bidang Peregakan Hukum mempunyai tugas :

h. menyusun, merumuskan, melaksanakan dan:mengkcd}dfnasikan
kebijakan program dan strategi pemberantasan penymahgunaaﬁ
dan peri:daran gelap narkoba ; S

b. menyusun kriteria prosedur pelaksanaan dan’rmengkoordinasikan -
kegiatar: penyelidikan, penyidikan indetifikasi® razia/operasi dan
penuntulan berdasarkan kebijakan di bidang pemberantasan
penyalah gunaan dan peredaran gelap naikoba ;

c. menyusin, mengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan
teknis pelaksanaan pemberantasan  penyalahgunaan dan
peredarun gelap narkoba di bidang penegakan Hukum ;

d. menyusun rencana jangka panjang, menengah, pendek dan
merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan
potensi masyarakat di bidang penegakan :?Inhkunzw_';

e. melaksanakan sistem pengendalian intern ;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan. |

Pasal 17

Bidang Penegakan Hukum terdiri dari : o
a. Subbid:zng Penegakan Hukum; a

b. Subbidzng Preventif.

Bagian Keenam
Bidang Treatment dan Rehabilitasi
Fasal 18 :

Bidang Treatment dan Rehabililasi mempunyai t;_:gas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Lakhar BNP di Bicdang Treatment dan

Rehabilitas|



Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,

Bidang Trea:ment dan Rehabilitasi mempunyai .’i‘ugﬂ*ﬁ;:

a. menyusLun, merumuskan, melaksanakan dan ;‘r_‘iangkncrd]naafkmn
kebijakar: program dan strategi pemberantasan penyalahgunaan
dan pere:aran gelap narkoba ;

b. menyusun  kriteria prsedur pelaksanaan |, bimbingan dan
mengkoordinasikan kegiatan penyelidikan, penyidikan, identifikasi
razia/operasi dan penuntutary berdasarkan kebijakan di bidang
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ;

c. menyusun mengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis
pelaksanaan kerja sama Luar Negeri dan antar Daerah dibidang

pencegalian, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba ;

d. menyusin rencana jangka panjang, menengah, pendek dan
merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan
potensi masyarakat di bidang penegakan hukum;

e. melaksarakan sistem pengendalian intern ;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya .yang diberikan  oleh
atasan.

Pasal 20

Bidang Treatment dan Rehabilitasi, terdiri dari :

a. Subbidaig Bimbingan ; ' '

b. Subbidaig Perawatan. o

Bagiz}n ketujuh
Bidang Kerjasama
Pasal 21
Bidang Kerasama mempunyai fugas melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi L akhar BNP di Bidang Kerjasama.
Pasal 22

Bidang kerjasama mempunyai tugas .

a. menyustn kriteria prosedur pelaksanaan dan mengkoordinasikan
pengembangan standar, norma prosedur, metode, bimbingan
teknis kerjasama sesuai ketentuan yang beraku |

b. menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan

teknis pelaksanaan kerja sama Luar Negeri dan antar Daerah

dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba ;
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c. menyusun rencana jangka panjang, menengah, pendek dan
merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan
kerja sama luar negeri dan antar daerah di bidang pe.ncegahan,
pemberarntasan, penyalahgunaan dan perédaran gelap nﬁrknba;

d. melaksanakan sistem pengendalian intern ;

e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.,

Pasal 23

Bidang Kerjesama terdiri dari : , : -
a. Subbidany Kerjasama Luar Negeri;

b. Subbidan Kerjasama Dalam Megeri.

BAB V
SATUAN TUGAS
Pasal 24

(1) Untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang sifatnya khusus
dan dalam pelaksanaannya melibatkan unsur lintas sektoral dapat
dibentuk 3atuan Tugas .

(2) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana -dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan peraturan
perundan:-undangan yang berlaku.

(3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
fungsional dikoordinasikan oleh Kalakhar BNP.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama

Eselon
Pasal 25

(1) Kalakhar BNP adalah jabatan Eselon il.a.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan Eselon lil.a.

(3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan Eselon

V.a.
Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 26 _
(1) Kalakhar BENF diangkat dan diberhentikan oleh Gu.hemur,
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(2) Sekretaris Lakhar, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala
Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul
Kalakhar ENP melalui Sekretaris Daerah.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
sebagalmzina dimaksud pada ayat (2) dapat dillimpahkan kepada
Sekretaris Daerah.

BAB Vi
TATA KERJA
?‘asai 27

Dalam melaksanakan tugasnya Kalakhar BNP bertanggung jawab
kepada Ketuu BNP dan secara teknis administratif rnsngikuti petunjuk
dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 28

(1) Dalam malaksanakan tugasnya Kalakhar, Sekrétaris Lakhar dan
para Kepala Bidang pada lLakhar BNP menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. '

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lakhar BNP
bertanggung  jawab  memimpin  dan  mengkoordinasikan
bawahannya sefta membérikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk
dalam pe'aksanaan tugas sesuai bidangnya. T

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya
sesuai peratiuran perundang - undangan yang berlatu.

Pasal 30
Dalam hal Kalakhar BNP berhalangan, tugasnya dilakukan oleli.

Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh'
Gubernur
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BAB VI
KEUANGAN
Pasal 31

Segala biaya vang diperlukan dalam pelaksanaan‘tugas Lakhar BNP
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. -

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yar'lg belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut

dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran,

Nagprah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Patemi‘}ang
i pada tanggal 31 Julii - 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

MUSYRIF SUWARDI

T EMBARAN DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR ...2.... SERID

BT R MARKOTIHA
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